LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 1 TAHUN: 2006 SERI:D NOMOR: 1

\

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan,
kebutuhan dan kemampuan Daerah serta beban kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur yang
dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores
Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organsiasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Flores Timur perlu diganti;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintsh Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka
Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur lebih lanjut;



Mengingat: 1.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerabh Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
" Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebacaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890); _

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

. Tambahan ; Lembaran Negara Republik Indonesia
" Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); g



1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 27004 Nomor 126, Tambahan [.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3967);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) .sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah ~ Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



Dengan Fersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR -

dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES

TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

wn W

Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Flores Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.

Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membantu Sekretaris
Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari.

Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores
Timur.



7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

BAB Il
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2
Sekretariat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
Sekretariat Daerah merupakan unsur stat yang membantu Bupati yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Tugas
Pasal 4
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organsiasi dan tatalaksana

serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat
daerah.



